
BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 21 TAHUN

2OL3 TENTANG PEDOMAN PEI{YUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam melaksanakan ketenhran Pasal 34 ayat

(21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 83

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2OOZ tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat

suatu Ped.oman tentang 
"Penyusunan 

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perahrran

Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Katingan Nomor 2t Tahun 2OLA tentang

Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan d.an

Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran

20L4;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b
tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Katingan.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun L999 tentang

penrbahan Atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 169 '

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 38901;.,2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Sertryan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AA2 Nomor 18, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4L8Ol; ,t

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AO2 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA2

Nomor Lg7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250); t
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47 Tarbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 42861; t

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 43551; -
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaw'ab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl; ,.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4

Nomor LA4, Tambahan Lembaran Negara Republik

2.

3.

4.

5.

6.

F7
t.



Indonesia Nomor aa2ll; "t
B. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2aa4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik

Ind.onesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 44371

sebagaimana telah diubah beberapa ka]i, terakhir

dengan undang-undang Nomor 12 Tahun2008 tentang

PerubahanKed.uaAtasUndang-UndangNomor32
Tahun 2oo4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844); t
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor L26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381; "z

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAlL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234); '-'

Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 40281; ,-
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO3 tentang

Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan

Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan

Penerima Pensiun (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42941; -
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler 
' 

dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

11.

L2.
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Tahun 2oo4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor44L6|sebagaimanatelah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2ao7 tentang Kedudukan

Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tastbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47L2l;t

l_4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2OO5 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 62, Tambaan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSJ3l; /
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2OOS tentang Pinjaman Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a570l; t
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor tr 37 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5751; t
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45761; -
18. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 57

Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 45771; u
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik



24.

Ind.onesia Nomor a5781; J
peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan

PenerapanStandarPelay-ananMinimal(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585); t
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta}lluln 2OO5 teRtang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5871; /
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 46141; 'z

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2aa7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2AO7 Nomor 83, Tambahan l*mbatart

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); -
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2AA7 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2aa7

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 474L); v

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7!

Tahun 2OLA tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan; -
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR RI). ./
27. Peraturan Presiden Nomor 1OB Tahun 2AAT tentang

Tlrnjangan Tenaga Kependidikan; ,
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembagian Urusan yang Menjadi Kewenangan

a12L.



Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 20OB Nomor 3l; '/
2g. peraturan Daerah Nomor Kabupaten Katingan Nomor

1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan

KeuanganDaerah(LembarandaerahKabupaten
Katingan tahun 2AOg Nomorl); "z

30. peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2

Tahun 2o,j't tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008

tentang organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Katingan; .z

31. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3

Tahun zall]I tentang Per.rbahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 tahun 2oo8

tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

KabupatenKattngan; ,/
32. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 tahun

2}tl tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 6 tahun 2OOB tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Katingan. 'z

33. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor I
Tahun 2Afi tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 201 1 Nomor 8l; 'z
34. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor L4

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2A7l Nomor 141;"-

35. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15

Tahun 2OLl tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 20fi Nomor l5l1' uz

36. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor L6

Tahun }ALL tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 201 1

Nomor 16);,.2

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun



2005 tentang Pedoman Pengajuan' Penyerahan dan

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik;,,/

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2oo6tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L

Tahun 2aL7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2oa6 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daeruh; "/
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun

2AA6 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2aa5 tentang Pedoman

Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 'z

4O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun

2OO7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah, Penganggarall dan Pertanggungjawaban

Penggunaan Belanja Penunjang operasional Pimpinan

DPRD serta Tata Cara Pengembalian T\.rnjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;/

4 L. Peraturan Meteri Datam Negeri Nomor 6o Tahun 2CA7

tentang Pakaian Dinas Pegewai Negeri Sipil

dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan

Pemerintah Daeta}:; /
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, wakil

Kepala Daerah dan KePalaDesa;r'

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar

Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan

Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah; /
44. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari APBD; /



47.

45. peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 72 /PMK.O2|z}rc tentang Standar Biaya Tahun

Anggaran 2OL4;/

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2L

Tahun 2ol2 tentang upah Minimum Provinsi (uMP)

dan upah Minimum sektoral Provinsi (UMSP) Tahun

2013 Provinsi Kalimantan Terrga},,; ,z

Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 201 1

tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagt Pejabat

Fungsional Pengawas Peny-elenggaraan Urusan

pemerintahan di Daerah (PFP2UPD) dan Auditor Pada

Inspektorat Kabupaten Katingarl.'/

46.

48. Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2Ol2

tentang Tunjangan Jabatan FungsionaL Dokter, Dokter

Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata

Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan,

Entomolog Kesehatan, sanitarian, Administrator

Kesehatan, Pen5ruluhan Kesehatan Masyarakat,

Perawat Gigi, Nutrisionis Optisien, Terafis Wicara,

Okupasi Terafis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi

Darah, Teknisi Gigi dan Teknisi Elektormedis di

Wilayah Kabupaten Katingan. 'z

49. Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2Ol2

tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat,

Kepa1a Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan

Pemerintah KabuPaten Katingan;,2

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2OL7

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. t
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun

2OL3 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2AL+; /
52. Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2Ol3

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2AL4; t
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Menetapkan : PERATURAN BUPATi TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 21 TAHUN 2OI3

TENTANGPEDOMANPENYUSUNANANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2OI4. '

BAB I

KETENTUAN UMUIVI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut :

L. Ketentuan pada BAB I Pasal 1 angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
9. Tenaga Harian Lepas adalah Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

atau dengan sebutan lain seperti Pegawai Honorer, Pegawai Kontrak

yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas

pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesionai dan

administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi

dalam kerangka sistem kepegawai&n. .'

2. Ketentuan pada lampiran 1 angka 5.4.1 Belanja Tidak Langsung poin 1

Belanja Pegawai huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

h- DaJarn rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan

Pqjak Daerah dan Retribusi Daerah maka jumlahnya dibatasi maksimal

sebesar 5% dari target penerimaan Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2OL4. Penganggaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah harus didasarkan atas rencana kebutuhan rill bagi

aparat terkait dalam pemungutan dan pembinaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah u

3. Ketentuan pada lampiran 1 angka 5.4.2. Belanja Langsung poin 3 Belanja

Pegawai huruf b dan s diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Bendahara Pembantu Penerimaan

/Pengeluararr, Tim Anggaran, Tim Asistensi RKA SKPD, Tim

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD, Tim Pertanggungiawaban LKPJ

Bupati, Petugas/Operator Sistem Informasi Manajemen (SIM), Unit

Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Sistem Elektronik

(LPSE), Pengelola Dana Bos, Tim Koordinasi Perumusan Kebijakan di

Bidang Pemerintahan, Hukum, Keamanan dan. I(etertiban Masyarakat,
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Tim penyelesaian Segketa TUN-PERDATA, Pengurrrs Barxtg, Penyimpan

Barang/Bendahara Barang di satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Katingan diberikan Honorarium sesuai dengan masa

pelaksanaan Peke rJaaru;'/

s. Untuk mengantisipasi kekurangan sumber Daya Manusia di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Katingan, Bupati mengangkat Tenaga Harian

kpas atau dengan sebutan tain dilakukan melalui usulan yang diajukan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah"z

4. Ketentuan pada hat khusus lainnya

pada angka 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berilr.rt :

l7.Penambahan Tenaga Harian Lepas atau dengan sebutan lain untuk

menutupi kekurangan sumber daya manusia pada dasarnya har"rs

dilakukan dengan sangat selektif / sangat dibatasi dan sesuai dengan

kebutuhan masing - masing satuan I{erja Perangkat Daerah- ,'

pada angka 19 ditambah poin d sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. penganggaran Belanja Alat Ttrlis Kantor untuk ULP/LPSE diperbolehkan

meiekat pada bidang Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah

Kabupaten Katingan..T
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BAB Ii

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 2 Janiuan 2AL4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan 
Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal ? tuli 2oi4

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal ? rr::-i zot 4.

Plt. ARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

JAINUDIN

BBRITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2AL4 NOMOR : 151

AHMAD YANTENGLiE
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IAMPIRAN : 5

PERATU RAN BUPATI KATI NGAN

NOMOR : 21TAHUN 2014

TANGGAL :7 JUL!2Ot4

Tambahan Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor : 21T ahun 201 4

Tanggal :7 JULI 2014

HONORARIUM BENDAHARA PER BULAN

HONORARIUM TIM ANGGARAN PER BULAN

HONORARIUM TIM ASISTENSI RKA PER HARI

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PER BULAN

HONORARTUM TIM LPSE PER BULAN

NO URAIAN BESARANYA

1 Koordinator Rp 500.000,00

2 Ketua Rp 450.000,00

3 WakilKetua Rp 400.000,00

4 Sekretaris Rp 350.000,00

5 Anggota Rp 300.000,00

HONORARIUM TtM PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ BUPATI PER BULAN

NO URAIAN BESARANYA

1 KoordinatorlKetua Rp 500.000,00

2 Sekretaris Rp 450.000,00

3 WakilSekretaris Rp 400.000,00

4 Anggota Rp 300.000,00

NO URAIAN BESARANYA

1 Penanggungiawab Rp 500.000,00

2 Ketua Utama Rp 450.000,00

3 Koordinator TIM Rp 400.000,00

4 Ketua Pelaksana Rp 350.000,00

5 Sekretaris Rp 300.000,00
o Koordinator Bidang Rp 275.000,00

7 Anggota Rp 250.000,00

N6T-- UnnIAN BESARANYA

1 Koordinator/Ketua Rp 550.000,00

2 rretaris 500.000,00
450.000,00

.EP
Rp3 tA/akil Sakrataris

'nqgota
Rp 400.000,004

5 Koordinator Sekretariat r(P JSU.UUU,UU

Rp 300.000,00
6



MANAJEMEN (SIM) PER BULAN

NO URAIAN BESARANYA

1 Petugas Operator Rp 25C.000,00

HONORARIUM PETUGASIOPEMTOR TIM SISTEM INFORMASI

HoNoMRTUMTIMKooRDINASIPERUMUSANKEBIJAKAN
DIBIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM, KEAMANAN DAN

KETERTIBAN MASYARAKAT PER BULAN

HONORARIUM TIM PENYELESAIA,N SENGKETA TUN-PERDATA

KABUPATEN KATINGAN PER BULAN

NO URAIAN BESARANYA

Tim Sekretariat
1 Ketua Rp 500.000,00

2 Sekretaris Rp 450.000,00

3 Anggota Rp 375.000,00

Tim Pengacara
4 Anggota Rp 750.000,00

AHMAD YANTENGLIE


